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    P E N E T A P A N 

Nomor 578/Pdt.G/2024/PA.TR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  Berau, 29 Desember

2003, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan

Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat  email:  desilubis063@gmail.com,  selanjutnya  disebut

Penggugat;     

L a w a n   

XXXXXXX, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 06 Maret 2001,

agama  Islam,  pendidikan  SMK,  Pekerjaan  tidak  bekerja,

bertempat  tinggal  di Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan

Timur, selanjutnya disebut Tergugat;  

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal  12

November  2024  mengajukan  gugatan yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tanjung  Redeb  dengan  Nomor  578/Pdt.G/2024/PA.TR,

tanggal 12 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat  telah  melangsungkan pernikahan dengan  Tergugat

pada tanggal 24 Oktober 2022 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan

Gunung  Tabur,  Kabupaten  Berau,  Provinsi  Kalimantan  Timur  dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor: 0152/23/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan

dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat
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Jalan  Kedaung,  Gang  Borneo  Indah  Blok  1A,  No.06,  RT.09,  Kelurahan

Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi

Kalimantan Timur, hingga pisah;

3. Bahwa dari  pernikahan tersebut  telah  di  karuniai  seorang anak yang

bernama xxxxxxx, Berau 06 Agustus 2023, saat ini anak tersebut berada

dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

didamaikan sejak bulan Agustus 2023;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena:

6.1. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat kurang dalam

memberikan nafkah lahir, hal ini menyebabkan orangtua Penggugat

yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6.2. Tergugat sering ke tempat hiburan malam;

6.3. Tergugat melakukan pelecehan terhadapa saudari kandung

Penggugat  yaitu  Tergugat  mengintip  saudari  Penggugat  sedang

mandi dan berganti baju;

6.4. Bahwa  sebagai  seorang  suami,  sudah  sepatutnya

Tergugatlah  yang  harusnya  menjadi  pembimbing  Penggugat  dan

anak-anak  Penggugat  dan  Tergugat  dalam  menjalankan  perintah

agama. namun, jangankan untuk membimbing Penggugat dan anak

Penggugat  dan  Tergugat  dalam  menjalankan  perintah  agama,

Tergugat sendiri  tidak pernah menjalankan perintah agama seperti

solat lima waktu;

7. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  akhirnya

sejak tanggal 21 September 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 1

(satu)  bulan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  rumah  karena
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Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

pisah  rumah  tersebut  saat  ini  Penggugat  bertempat  tinggal  di  Jalan

Kedaung, Gang Borneo Indah Blok 1A, No.06, RT.09, Kelurahan Sungai

Bedungun,  Kecamatan  Tanjung  Redeb,  Kabupaten  Berau,  Provinsi

Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di  Jalan SM Siranuddin,

RT.013, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat  selama  1  (satu)

bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin

terhadap Penggugat;

9. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan

Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa  dengan  sebab-sebab  tersebut  diatas,  maka  Penggugat

merasa  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  dapat

dipertahankan  lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus

menerus  yang  berkepanjangan  dan  sulit  diatasi  dan  tidak  ada  harapan

untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai

dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis

Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shughra Tergugat  (Xxxxxxx)  terhadap

Penggugat (Xxxxxxx);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa,  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  ke  muka  sidang  sedangkan  Tergugat  tidak  datang  menghadap
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ataupun menyuruh wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara

resmi dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan alasan yang sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar

dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan baik dan mengurungkan

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  setelah  Hakim  memberikan  nasihat,  Penggugat  memohon

kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya terhadap Tergugat dengan

alasan ingin kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa  atas  pernyataan  Penggugat  Ketua  Majelis  menyatakan

pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak

dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala

sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini; 

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan

Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak

menyuruh wakil/ kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;  

Menimbang  bahwa  Majelis  Hakim  telah  mengupayakan  upaya

perdamaian  dengan  memberikan  nasihat  kepada  Penggugat  untuk

mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasihat kepada

Penggugat,  Penggugat  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

menyatakan mencabut gugatannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya atas

kehendak dari  Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim

berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah

sesuai  dengan  Pasal  271  Rv  dan  karenanya  Majelis  Hakim  tidak  perlu

mempertimbangkan pokok perkaranya;
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Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka

Majelis  Hakim  perlu  membuat  penetapan  yang  menyatakan  perkara  Nomor

578/Pdt.G/2024/PA.TR telah selesai dengan dicabut; 

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-undang  Nomor  3

tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  segala  ketentuan  hukum  dan  peraturan  perundang-

undangan yang bersangkutan  dengan perkara ini. 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

578/Pdt.G/2024/PA.TR dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat  pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada  Penggugat  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Senin  tanggal  7  Oktober  2024 Masehi  bertepatan  dengan tanggal  4  Rabiul

Akhir 1446 Hijriah oleh Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. dan  Jafar Shodiq, S.H.I. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  Hakim tersebut  dan dibantu  Febrian Erlangga,  S.H. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

                    

ttd
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Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.            Jafar Shodiq, S.H.I.
  Panitera Pengganti

ttd

  Febrian Erlangga, S.H.  

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.      30.000,00
2. Biaya Proses : Rp.      75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.      17.000,00
4. Biaya PNBP : Rp.      20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp.      10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp.      10.000,00
    Jumlah : Rp.    162.000,00

              (seratus enam puluh dua ribu rupiah)           
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